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Abstract: Concept of social security in Islam is different than conventional concept 
of social security. Social security in Islam is the basic life assurance to meet the 
economic necessities of the community in most minimal standard for all members 
of society. This Notion is in line with term damān al-ijtimā’î. Responsibility for 
im plementation is not only a state duty, but also all members of society. They are 
integrally responsible for achieving this goal, as the purpose is contained in the term 
takaful al-ijtimai.
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Pendahuluan
Awal abad ke­20 merupakan waktu kebangkitan komunisme yang mem­
berikan tantangan hebat kepada negara­negara yang berpahaman kapitalis dan 
dikenal dengan istilah “perang dingin”. Konflik ini berakhir dengan kejatuhan 
re zim komunis sebagai konsekuensi dari politik glasnost dan prestroika yang di­
bawa oleh Gorbachev. Negara­negara Barat kapitalis merayakan kehancur an 
sistem komunis dan merasa bangga seolah­olah peristiwa itu membuktikan 
ke unggulan sistem kapitalis dalam pelbagai bidang, baik ideologi, politik dan 
eko nomi. 
Namun kenyatannya adalah komunisme timbul sebagai reaksi atas pe­
ngaruh buruk yang ditimbulkan ekonomi kapitalis, khususnya ketidakadilan 
dan ketidaksamarataan distribusi pendapatan kepada rakyat. Oleh karena itu, 
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ke gagalan sistem komunis bukanlah menjadi justifikasi terhadap keburukan 
sistem kapitalis. Namun, ini memberikan dorongan untuk mencari sebuah 
sistem alternatif yang lebih baik dari sistem status quo yang ada. 
Mesti diakui bahwa mayoritas negara­negara di dunia, termasuk negara­
negara muslim, baik secara sadar atau tidak menganut sistem ekonomi kapitalis 
dengan melakukan beberapa modifikasi untuk menyesuaikannya dengan tun­
tutan kekinian dan kondisi negara masing­masing. Realita ini dapat terbukti 
dengan hampir seluruh sistem perbankan di dunia melaksanakan sistem ri­
bawi kapitalis, termasuk negara­negara muslim. Pada pertengahan abad ke­20 
sistem ekonomi Islam mulai bangkit yang ditandai oleh usaha­usaha untuk 
me laksanakan sistem perbankan tanpa bunga.1
Kebangkitan ekonomi Islam dilandasi atas kesadaran kaum muslimin bah­
wa kadar bunga yang diterapkan oleh bank­bank konvensional sama dengan 
riba yang diharamkan dalam ajaran Islam. Di samping itu, kehancuran negara 
Soviet/Rusia sebagai pilar utama ekonomi sosialis dan kegagalan ekonomi ka­
pitalis dalam mengatasi krisis ekonomi dunia, semakin menambah keyakinan 
para pakar ekonomi terhadap keunggulan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Is­
lam diyakini oleh sebagian pakar ekonomi mampu mengatasi krisis ekonomi 
yang sampai sekarang masih mencekam beberapa negara di dunia. Pada masa 
ini, sistem ekonomi Islam mula diterapkan di berbagai negara muslim, terutama 
yang berhubung­kait dengan usaha islamisasi dunia perbankan. 
Walaupun institusi bank menjadi tonggak ekonomi sebuah bangsa, tetapi 
mes ti diingat bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang bank 
saja. Sebagai suatu ajaran yang lengkap, Islam juga mempunyai undang­un­
dang jaminan sosial yang menawarkan pelbagai alternatif untuk memenuhi 
keperluan asas masyarakat, terutama untuk golongan fakir dan miskin. Oleh 
karena itu, pelaksanaan jaminan sosial dalam Islam bersifat teologi, karena ber­
asaskan kepada prinsip­prinsip yang terkandung dalam Al­Quran dan hadis 
Nabi s.a.w. Bagaimanapun juga dalam beberapa hal yang tidak ada petunjuk 
dalam kedua sumber itu, dibolehkan menggunakan pertimbangan akal dengan 
kaedah ijtihād.2 Contohnya dalam penilaian standar garis kemiskinan, peranan 
ij tihād amat penting dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup individu. 
Begitu juga dalam masalah diversifikasi harta zakat, peranan ijtihād amat 
penting dengan memperhatikan pelbagai aspek, contohnya dengan kaedah 
apa harta itu dimasukkan ke dalam ruang lingkup zakat, berapa nisabnya dan 
be rapa kadar zakat dikenakan ke atas harta itu.
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Islam menerangkan pelbagai teknik jaminan sosial yang dilengkapi de­
ngan beberapa instrumen yang lebih komprehensif dibandingkan sistem yang 
ada. Sejarah membuktikan bagaimana negara Islam yang ditegakkan di atas 
acuan Al­Quran dan hadis Nabi saw. berhasil memberikan jaminan sosial yang 
mencukupi kepada masyarakat. Di sinilah letak signifikansi tulisan ini yang 
akan menguraikan beberapa topik yang urgen, terutama yang berkaitan dengan 
beberapa terma/istilah yang yang sering digunakan oleh sarjana muslim terkait 
dengan perlindungan ekonomi masyarakat atau jaminan sosial, yaitu takāful al-
ijtimā’î (social interdependence/social solidarity), damān al-ijtimā’î (social security) 
dan ta’min al-ijtimācî. Ketiga istilah itu secara sepintas identik, namun pada 
tataran praktis terdapat perbedaan yang mendasar. Untuk itu dalam tulisan 
ini akan dijelaskan pengertian jaminan sosial dalam ekonomi konvensional 
dan ekonomi Islam dengan memfokuskan kajian pada definisi, perbedaan dan 
hubungan antara satu dengan yang lainnya.
PengerTian jaMinan SoSial dalaM SiSTeM eko­
noMi konvenSional
Istilah jaminan sosial adalah terjemahan dari kata social security, merupakan 
istilah yang muncul pertama kali dalam undang­undang Amerika (United State/
U.S) “the Social Security Act 1935”. Istilah yang sering dipakai oleh para sarjana 
Muslim ketika membahas isu jaminan sosial ini adalah takāful al-ijtimā’ī, da-
mān al-ijtimā’ī dan ta’min al-ijtimā’ī. Jaminan sosial diinterpretasikan secara 
berbeda oleh setiap negara yang menjalankannya, tergantung kepada program 
yang mereka laksanakan. Namun secara praktis dalam tulisan ini penulis tidak 
akan menjelaskan definisi jaminan sosial berdasarkan pandangan setiap negara, 
tetapi definisi jaminan sosial ini akan dijelaskan menurut sudut pandang un­
dang­undang atau sarjana Barat/konvensional dan undang­undang Islam/
sarjana Muslim.
Menurut Kenneth Thomson ­salah seorang pakar pada Organisasi Inter-
national Social Security Association (ISSA) di Genewa, jaminan sosial adalah 
perlindungan yang diberikan oleh masyarakat kepada anggota­anggotanya ter­
hadap pelbagai resiko atau peristiwa tertentu dengan tujuan sedapat mungkin 
mencegah berlaku peristiwa­peristiwa tersebut yang bisa menyebabkan hilang­
nya atau berkurangnya sebahagian besar penghasilan, dan juga bertujuan untuk 
memberikan rawatan medis dan atau bantuan keuangan jika terjadi peristiwa 
tersebut.3
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Jaminan sosial menurut International Labour Organisation (ILO)4 dan 
di terapkan dalam undang­undang buruh adalah perlindungan masyarakat ter­
ha dap anggota­anggotanya melalui seperangkat kebijakan umum untuk meng­
hadapi resiko ekonomi dan sosial yang disebabkan hilangnya atau berkurangnya 
pendapatan karena sakit, cedera, kemalangan kerja, hilangnya pekerjaan, usia 
tua dan kematian dengan memberikan pelayanan medis atau jaminan keuang­
an kepada keluarga dan anak­anak yang ditinggalkan.5 
George E. Rejda (1988) ­Profesor Asuransi di Universiti Nebraska Lin­
coln­ mengemukakan bahwa definisi jaminan sosial bisa dijelaskan melalui tiga 
pendekatan, yaitu asuransi sosial, bantuan sosial dan pelayanan publik.6 Asuransi 
sosial (sosial asuransice) adalah sebuah kesepakatan untuk membuat tabungan 
bersama dalam sebuah institusi atau perusahaan yang biasanya berkaitan dengan 
pemerintah untuk menghadapi pelbagai resiko yang pelaksanaannya dituntut 
oleh undang­undang untuk memberikan bantuan dalam bentuk keuangan 
atau pelbagai bentuk manfaat pelayanan kepada individu yang menjadi peserta 
yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa yang telah diduga akan terjadi 
berdasarkan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Uang premi dalam 
asu ransi sosial berasal dari pekerja atau majikan atau keduanya sekaligus. Jumlah 
premi yang mesti dibayar bergantung kepada besar kecil gaji yang diterima oleh 
pekerja setiap bulan. Semakin besar gaji yang diterima, maka semakin besar 
pu la premi yang mesti dibayarkan dan begitu pula sebaliknya. 
Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jaminan sosial me­
rupakan suatu program terpadu yang dilaksanakan oleh pemerintah atau ins­
titusi tertentu yang diawasi oleh pemerintah yang melingkupi asuransi sosial, 
bantuan sosial dan pelayanan publik. Namun dalam pengertian yang murni 
jaminan sosial lebih dipahami sebagai asuransi sosial sebagaimana definisi 
jaminan sosial versi ILO, karena dalam pelaksanaannya asuransi sosial inilah 
yang menjadi alat utama dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. 
Secara umum, pengertian jaminan sosial yang dikemukakan oleh ILO dijadikan 
pegangan oleh berbagai negara di dunia dalam menjalankan program jaminan 
sosial di negara masing­masing. 
konSeP jaMinan SoSial dalaM SiSTeM ekono Mi 
iSlaM
Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat tiga istilah yang dikemukakan 
oleh para sarjana muslim untuk menjelaskan kaedah perlindungan sosial dalam 
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masyarakat, yaitu takāful al-ijtimā’î (social interdependence/social solidarity), 
damān al-ijtimā’î (social security) dan ta’min al-ijtimā’î (asuransi sosial). Untuk 
menghindarkan munculnya kesalahpahaman terhadap masing­masing istilah 
tersebut, perlu dijelaskan pengertiannya satu persatu, perbedaannya dan hu­
bungan antara satu dengan yang lainnya.
Pengertian Takāful al-Ijtimā’ī 
Takāful al-Ijtimā’î terdiri dari dua patah perkataan al-takāful dan al-
Ijtimā’ī. Perkataan al-takāful berasal dari bahasa Arab takāfala-yatakāfalu-
takāful dari akar kata kafala yang bermakna lemah.7 Perkataan kafala ini dapat 
dipecah kepada beberapa perkataan yang lain, yaitu;
Al-kifl1.  ( ), dari sudut bahasa (linguistic) mempunyai bermacam­macam 
makna, antara lain bermakna serupa atau sama ( ), ganda ( ) dan 
bahagian ( ). Sebagaimana firman Allah s.w.t surah Al­Hadid (57): 28:
 
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan 
tetaplah beriman kepada Rasul-Nya (Muhammad), supaya Allah memberikan 
kepadamu dua bahagian dari rahmat-Nya…”
Demikian pula dalam firman Allah swt., Surah Al­Nisa’ (4) : 85 :
 
“Sesiapa yang memberi syafaat yang baik, nescaya dia akan memperoleh 
bahagian (pahala) dari padanya, dan sesiapa yang memberikan syafaat yang 
buruk, nescaya dia akan memikul (dosa) dari padanya….” 
Al-kafîl2.  ( ) yang bermaksud saksi ( ) dan penjaga atau pemerhati 
( ), sebagaimana firman Allah s.w.t dalam surah al­Nahl (16): 91;
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“Tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah 
kamu mencabuli sumpah sesudah kamu menguatkannya (dengan nama Al-
lah), sedangkan kamu sudah menjadikan Allah sebagai kafîl, sesungguhnya 
Al lah sedia mengetahui akan apa yang kamu lakukan.”
Perkataan kafîl dalam ayat ini bermaksud “yang menyaksikan” dan “yang 
memerhatikan atau menjaga.”
Al-kāfil3.  ( ) yang bermakna orang yang mananggung nafkah ( ) 
dan orang yang menjamin ( ).8 Sebagaimana firman Allah s.w.t da­
lam surah Ali Imran (3):44;
 
“….sedangkan engkau (Muhammad) tidak ada bersama-sama mereka ke-
tika mereka mencampakkan pena-pena mereka (ke dalam air untuk meng-
undi) siapa di antara mereka yang akan menjamin/menanggung nafkah 
Mar yam…”
Daripada uraian di atas jelas bagi kita bahwa pengertian takâful dari su­
dut istilah mempunyai bermacam makna seperti bahagian, serupa, penjaga, 
sak si, saling menanggung dan saling menjamin. Secara prinsip semua makna 
kebahasaan itu menjurus kepada satu makna dasar yaitu saling bergantung. Pe­
ngertian ini jugalah yang dimaksud dalam tulisan ini. Sedangkan pengertian 
takāful dari sudut istilah adalah menyatukan atau menggabungkan sesuatu 
ben da yang lemah dengan sesuatu benda yang lebih kuat supaya benda yang 
lemah itu menjadi lebih kuat atau dengan lain perkataan perbuatan yang di­
lakukan baik oleh individu atau sekelompok anggota masyarakat untuk saling 
be kerjasama, saling menjamin, saling melindungi di antara satu dengan yang 
lain untuk meningkatkan taraf kehidupan.9
Perkataan ijtimā’ berasal dari akar kata ijtama’a dari sudut bahasa ber­
makna pertemuan ( ). Bisa juga bermakna menggabungkan atau me nya­
tukan sesuatu yang terpisah dengan cara mendekatkan antara satu bahagian 
dengan bahagian yang lain.10 Apabila sekelompok manusia bergabung dengan 
kelompok yang lain tanpa menghiraukan pelbagai perbedaan yang ada di antara 
mereka, maka akan terbentuklah apa yang disebut masyarakat. Masyarakat me­
rupakan bagian dari umat atau boleh bermakna umat secara keseluruhan yang 
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hidup dalam lingkup peraturan dan adat untuk saling membantu di antara me­
reka. Oleh karena itu, pengertian ijtimâc dari sudut istilah adalah ilmu yang 
mem bahas tentang keadaan masyarakat dari sudut perkembangannya, wataknya, 
undang­undang dan peraturan­peraturan yang mereka laksanakan.11 
Adapun pengertian takāful al-Ijtimā’ī yang merupakan gabungan dari dua 
perkataan sebagaimana yang telah dibahas satu persatu sebelum ini tidaklah 
keluar dari makna asalnya. Untuk lebih jelas akan dikemukakan pandangan 
be berapa sarjana muslim tentang takāful al-Ijtimā’ī ini. Menurut Abdul Aziz 
al­Khayyat (1986) takāful al-Ijtimā’ī ialah sikap hidup yang saling bergantung 
antara individu dalam masyarakat dengan ketentuan kemaslahatan umum tidak 
boleh dirusak oleh kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan pribadi tidak boleh 
pula dirusakkan oleh kemaslahatan umum, kamaslahatan individu dan ma­
syarakat umum mesti dijaga secara adil dan seimbang, di mana kemaslahatan 
individu menjadi tanggung jawab masyarakat dan sebaliknya kemaslahatan 
masyarakat juga menjadi tanggung jawab setiap individu untuk menghindarkan 
segala bentuk kerusakan dan kemudharatan yang mungkin menimpa mereka.12 
Definisi ini cukup panjang dan agak berbelit­belit, tetapi maksudnya secara le­
bih sederhana ialah tanggung jawab antara individu dalam masyarakat untuk 
sa ling membantu dalam menghadapi segala kesulitan dan kemudharatan yang 
menimpa mereka dengan senantiasa menjaga keseimbangan antara hak individu 
dan hak masyarakat. 
Abdullah Nasih Ulwan mengemukakan pengertian takāful al-Ijtimā’ī ya­
itu saling menjamin dan saling bergantung di antara elemen masyarakat, baik 
antara pribadi dan masyarakat ataupun antara pemerintah dan rakyat, baik 
dalam bentuk positif (misalnya penjagaan anak yatim) atau dalam bentuk 
ne gatif (misalnya larangan ihtikar/monopoli) yang bersumber dari perasaan 
simpati yang mendalam berlandaskan prinsip akidah islam, supaya masyarakat 
menjamin kehidupan individu dan individu menjamin kehidupan masyarakat 
dalam bentuk tolong menolong dan saling menjamin secara menyeluruh untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolak kerusakan dari setiap ang­
gota masyarakat.13 
Muhammad Syauqî al­fanjarî mengemukakan bahwa takāful al-Ijtimā’ī 
bukan sekedar reaksi negatif, yaitu ungkapan perasaan simpati akan penderitaan 
hidup orang lain, akan tetapi lebih dari itu ia merupakan reaksi positif yang 
di wujudkan dalam perbuatan untuk meringankan kesusahan atau kesulitan 
hidup manusia.14 Oleh karena itu, para sarjana muslim membagi ruang lingkup 
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takāful al-Ijtimā’ī dari sudut bantuan yang diberikan kepada dua bahagian, ya­
itu : takâful mādī dan takāful macnawiy. Takāful mādī adalah bantuan dana 
yang diberikan kepada orang miskin yang bisa mengubah keadaannya dari 
ke miskinan kepada sekurang­kurangnya terpenuhi Kebutuhan Layak Hidup 
(KLH). Adapun takāful ma’nawī adalah bantuan moral atau emosional, dima­
na keperluan manusia bukan sekedar uang atau materi saja, tetapi manusia ju­
ga memerlukan nasehat, persahabatan, pendidikan, simpati, kasih sayang dan 
lain­lain.
Berdasarkan pengertian di atas, maka takāful al-Ijtimā’ī bermaksud 
kewajiban individu dalam masyarakat untuk saling menolong dan melakukan 
kerjasama dalam menghadapi berbagai bentuk bahaya yang mengancam ke­
mashlahatan umat dengan cara memberikan bantuan, baik bantuan dana atau 
bantuan moral (motivasi) atau keduanya sekaligus untuk mewujudkan ke se­
jahteraan masyarakat dan menolak kerusakan dari setiap anggota masyarakat 
dengan tidak menghiraukan perbedaan agama dan bangsa.15 
Pengertian Damān al-Ijtimā’ī 
Selain dari perkataan takāful al-Ijtimā’ī, para pemikir muslim juga meng­
gunakan perkataan damān al-Ijtimā’ī untuk menjelaskan konsep perlindungan 
sosial kepada masyarakat. Istilah damān al-Ijtimā’ī semakna dengan istilah so-
cial security yang dipakai dalam undang­undang di dunia barat, seperti di Ing­
gris, Perancis, Amerika dan lain­lain. Perkataan damān al-Ijtimā’ī dengan 
makna social security juga diguna pakai dalam undang­undang Arab Saudi, 
Irak, Mauritania, Libia, Maroko dan lain­lain. 
Secara sepintas lalu damān al-Ijtimā’ī mempunyai pengertian yang hampir 
sama dengan takāful al-Ijtimā’ī. Hanya saja Muhammad Syauqî al­Fanjarî16 
mem bedakan kedua istilah ini menjadi lebih spesifik. Perkataan damân berasal 
dari akar kata damana dari sudut bahasa bermakna menjaga, menanggung atau 
menjamin. Sedangkan perkataan damān sendiri mempunyai beberapa makna 
dari sudut bahasa, antara lain kewajiban ( ), tanggungan/jaminan( ) 
dan hutang ( ). Dalam kajian fikih atau hukum Islam, damân dibahas dalam 
konteks tersendiri, yaitu salah satu bentuk legal dari pengukuhan hutang. Dari 
sudut fikih, istilah damân bermakna kewajiban penjamin (guarantor, warrantor) 
untuk mengganti benda atau harta yang dirusak orang lain (orang yang dijamin) 
atau kewajiban penjamin untuk melunaskan hutang orang yang dijaminnya ji­
ka ia enggan atau tidak mampu melunaskannya. Dalam pengertian yang lebih 
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umum, ia bermakna mengambil tanggung jawab seluruhnya terhadap suatu hal 
atau menjadikan sesuatu hal dalam tanggungan atau perhatian seseorang.17 
Dengan memperhatikan pelbagai makna yang terkandung dalam per­
kataan damān, baik dari sudut bahasa atau istilah, maka para pemikir muslim 
mendefinisikan damān al-Ijtimā’ī sebagai berikut: 
Menurut Muhammad Syauqî al­fanjârî 1. damān al-Ijtimā’ī adalah tanggung 
jawab pemerintah kepada rakyatnya untuk memberikan kepada mereka 
ke hidupan yang baik, sekurangnya tercukupi keperluan asas dalam hidup 
mereka melalui bantuan dana yang mencukupi;18
Menurut pendapat Al­Qadī Husin Abd al­Latîf Hamdāni, jaminan sosial 2. 
adalah undang­undang yang memberi jaminan kehidupan asas bagi 
masyarakat pada standar minimum untuk menjaga martabat kemanusiaan, 
dengan jalan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka dan mem­
berikan jaminan atas hilangnya pendapatan mereka jika mereka tidak be­
kerja yang disebabkan oleh cacat, sakit, kecelakaan, usia tua, melahirkan 
(bagi perempuan) dan kematian, semua yang termasuk kedalam golongan 
di atas berhak mendapatkan jaminan berdasarkan kepada undang­undang 
negara.19 
Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa damān al-Ijtimā’ī meru­
pakan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan jaminan kehidupan yang 
memadai kepada setiap individu masyarakat melalui undang­undang, sekurang­
kurangnya terpenuhi keperluan hidup asas bagi rakyat yang direalisasikan me­
lalui tiga cara, yaitu :
Jaminan kesehatan kepada rakyat agar mereka tetap kuat untuk bekerja de­1. 
ngan memberikan rawatan medis dan penjagaan kesehatan. Pada asasnya 
kehidupan rakyat sangat bergantung kepada kemampuan mereka dalam 
bekerja, karena pekerjaanlah yang menjamin kelangsungan hidup mereka. 
Oleh karena itu, kewajiban pemerintah untuk menyediakan lapangan pe­
kerjaan yang cukup bagi rakyat dan menetapkan undang­undang tentang 
upah minima bagi menjamin terpenuhinya keperluan hidup asas bagi 
rakyat;
Jaminan pendapatan dalam keadaan terputusnya pendapatan disebabkan 2. 
pengangguran, sakit, kecelakaan kerja, lemah, usia tua, melahirkan (bagi 
perempuan) dan kematian;
Memberikan bantuan keuangan untuk menutupi kekurangan dana bagi 3. 
orang yang menderita penyakit khususnya penyakit menahun, lemah fisik 
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terutama yang memerlukan bantuan orang lain dalam menjalankan aktvitas 
harian, dan kematian dalam hal biaya penyelenggaraan mayat (seperti kain 
kafan, memandikan, transpor, penguburan dan lain­lain).
Pengertian Ta’mīn al-Ijtimā’ī 
Ta’mīn dari sudut bahasa arab berasal dari perkataan ammana - yuamminu 
yang bermaksud ketenangan atau keamanan (sebagai lawan dari perkataan ta­
kut). Ulama fikih membahas permasalahan ta’mīn dalam kajian tersendiri 
yaitu kontrak yang bersifat khusus yang dilakukan oleh perusahaan­perusahaan 
asuransi dengan memberikan perlindungan dalam bentuk keuangan atas 
kejadian­kejadian yang menimpa individu tertentu atau institusi yang ikut ser­
ta dalam kontrak itu dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan 
tersebut.20 
Ketika membahas pengertian ta’mîn dari sudut istilah, mesti diingat bahwa 
perkataan ini mempunyai perbedaan dari sudut pemaknaan secara teoritis dan 
pe maknaan dalam kontrak. Dari sudut teoritis ta’mīn bermaksud perbuatan 
saling tolong menolong di antara individu dalam masyarakat untuk menghadapi 
pelbagai bahaya yang menimpa sebahagian anggota masyarakat, jika hal itu 
terjadi maka sebahagian yang lain akan membantu menurut kemampuan ma­
sing­masing untuk menghilangkan atau mengurangkan beban yang sedang 
mereka hadapi.21 Ta’mîn dalam konteks ini hampir sama dengan takāful al-
Ijtimā’ī. Dalam syari’at Islam hal ini sudah diterima secara umum, mulai dari 
za kat, nafkah untuk keluarga dan kerabat, menanggung pembayaran diyat 
sam pai lah kepada dorongan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, 
pe ra saan ihsan, saling menjamin dan saling menanggung penderitaan hidup 
dan sebagainya. 
Sedangkan ta’mîn dari sudut kontrak sama dengan pengertian yang dike­
mukakan oleh ulama fikih di atas, yaitu kontrak yang bersifat khusus yang di­
la kukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama memberikan perlindungan 
dalam bentuk keuangan atas kejadian­kejadian tertentu yang menimpa pihak 
kedua yang ikut serta dalam kontrak itu dengan membayar sejumlah wang 
(pre mium) kepada pihak pelaksana tersebut. Pengertian ta’mīn dalam konteks 
kon trak ini dari sudut prinsip sejalan dengan tujuan syari’ah yaitu menjaga 
kemashlahatan. Namun ia menimbulkan khilafiyah dari sudut pelaksanaannya, 
yaitu apakah ia termasuk kepada kontrak mucawadah dari sudut hubungan an­
tara orang yang mendapat jaminan (nasabah) atau ia merupakan kewajiban 
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mem berikan perlindungan dari sudut yang lain. Oleh karena itu, para ulama 
membagi ta’mīn kepada dua bentuk yaitu ta’mīn al-tijārî (asuransi komersial) 
dan ta’mīn al-ijtimācî (asuransi sosial). Asuransi komersial bertujuan untuk 
men cari keuntungan, sedangkan asuransi sosial bukan bertujuan mencari laba 
atau keuntungan. 
Oleh karena itu, yang dimaksud asuransi sosial (ta’mīn al-Ijtimā’ī) ialah 
perlindungan tertentu yang diberikan oleh pemerintah atau institusi khusus 
yang ditunjuk untuk itu kepada individu yang membayar premi dengan 
manfaat sesuai dengan jenis jaminan yang diberikan.22 Berdasarkan definisi 
ini tampak bahwa ta’mīn al-Ijtimā’ī hanya memberikan perlindungan atau 
jaminan kepada individu­individu tertentu saja yang menjadi peserta asuransi. 
Di samping itu, perlindungannya juga terbatas kepada kejadian atau peristi wa­
peristiwa tertentu, misalnya asuransi kesehatan hanya melindungi peserta yang 
sedang sakit atau perempuan melahirkan, asuransi pendidikan hanya mem­
berikan manfaat untuk kelangsungan pendidikan peserta, asuransi hari tua ha­
nya memberikan jaminan atas terputusnya penghasilan disebabkan pensiun. 
Jaminan sosial dalam pengertian yang murni sebagaimana yang dilaksana kan 
di negara­negara Barat identik dengan ta’mīn al-Ijtimā’ī ini. 
PerSaMaan dan Perbedaan Takāful al-IjTImā’ī, 
Damân al-IjTImā’ī dan Ta’mīn al-IjTImā’ī 
Berdasar uraian tentang pelbagai istilah di atas dapat disimpulkan bahwa 
takâful al-ijtimâ’î mempunyai cakupan makna yang lebih luas dan lebih umum 
jika dibandingkan dengan damân al-ijtimâ’î dan ta’mîn al-ijtimâ‘î.23 Takâful al-
ijtimâ’î bermakna tanggung jawab bersama setiap individu masyarakat terhadap 
kesusahan atau kesulitan hidup yang dialami oleh individu masyarakat lain de­
ngan memberikan bantuan baik dalam bentuk keuangan atau bantuan moral. 
Hal ini disebut juga dengan istilah social interdependence atau social solidarity. 
Sedangkan damân al-Ijtimā’ī bermakna tanggung jawab pemerintah un­
tuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesusahan se­
kurangnya dengan membekali mereka dengan standard kehidupan minimum, 
hal inilah yang disebut dengan istilah social security dalam pandangan sarjana 
barat. Pelaksanaan Damân al-ijtimâ’î dalam Islam berlandaskan kepada dalil­
dalil yang terdapat dalam Al­Quran dan Hadis Nabi saw., khususnya yang ber­
hubungan dengan zakat, seperti dalam firman Allah dalam surah al­Tawbah 
(9): 103:
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“Ambillah (sebahagian) daripada harta mereka sebagai zakat, supaya dengan 
demikian engkau membersihkan dan menyucikan mereka (daripada dosa 
dan akhlak yang buruk).” 24
Menurut para mufassir kalimat perintah yang terdapat dalam ayat di 
atas (ambillah), ditujukan kepada Rasulullah sebagai pemimpin agama dan 
se kaligus pemimpin negara.25 Artinya penguasa mesti membuat institusi yang 
mengurus zakat ini, yang bertugas mengutip zakat dari orang­orang yang 
wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang 
berhak menerimanya. Praktek ini sudah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. 
dan dilanjutkan oleh para pemimpin negara sesudah kewafatan beliau, yaitu 
oleh Khalifah Rasyidin. 
Ta’mīn al-Ijtimā’ī atau asuransi sosial ialah salah satu kaedah atau ins­
trumen yang digunakan untuk mencapai damān al-Ijtimā’ī, baik dila kukan oleh 
pemerintah atau institusi khusus yang diberi tanggung jawab me laksanakannya 
di bawah pengawasan pemerintah. Di sini tampak bahwa ja minan sosial dalam 
bentuk damân al-Ijtimā’ī mempunyai skop pelaksanaan dan tujuan yang lebih 
luas dibandingkan dengan Ta’mîn al-Ijtimā’ī. Asuransi sosial hanya memberikan 
perlindungan kepada orang­orang tertentu yang menjadi peserta sesuai de­
ngan kontrak dan di samping itu ia hanya melindungi para peserta terhadap 
peris tiwa­peristiwa tertentu saja, misalnya asuransi kesehatan, asuransi masa 
tua, asuransi pendidikan, asuransi kecelakaan kerja dan sebagianya. Sedangkan 
damân al-Ijtimā’ī memberikan perlindungan ekonomi kepada semua orang 
tanpa membedakan umur, pekerjaan, agama dan tidak memerlukan kontribusi 
dengan cara memberikan jaminan terhadap tingkat kehidupan yang mencukupi 
(standar hidup minimum). Beberapa negara di dunia Arab menggunakan istilah 
jaminan sosial (damân al-Ijtimā’ī) ini untuk asuransi sosial (ta’mîn al-Ijtimâ‘î), 
seperti di Iraq, Lubnan, Maghribi dan Mauritus.26
Dengan merujuk pembahasan tentang definisi jaminan sosial menurut 
sarjana Barat dan Islam seperti yang telah diuraikan sebelum ini, ternyata kon­
sep jaminan sosial Islam berbeda dengan konsep jaminan sosial Barat dari be­
be rapa sudut. 
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Pertama; dari sudut konsep dan skop, jaminan sosial Islam mempunyai 
ruang lingkup yang lebih luas dan lebih komprehensif dari definisi yang di­
kemukakan oleh para sarjana konvensional. Jaminan sosial dalam Islam meru­
pakan tanggung jawab negara terhadap rakyat untuk menjamin kehidupan 
sosial mereka. Dalam pelaksanaannya jaminan sosial tersebut tidak boleh di­
pisahkan dari tanggung jawab sosial (takâful al-ijtimâ’î / social solidarity). 
Oleh itu, pelaksanaannya merupakan usaha terpadu dari pihak pemerintah 
dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteranaan sosial yang menyeluruh.
dengan memberikan jaminan sosial kepada mereka yang mengalami kesusahan 
hidup. Pandangan ini sejalan juga dengan pendapat Shauqī al­Fanjarī.27 bahwa 
sebenarnya jaminan sosial dalam Islam dapat dilihat dari dua sudut pandang. 
Pertama; ia merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan makna da-
mān al-Ijtimā’ī dan kedua; ia juga merupakan tanggungjawab atau kewajiban 
setiap individu yang berkemampuan dan memenuhi syarat­syarat tertentu se­
suai dengan makna takāful al-Ijtimā’ī. 
Fakta sejarah menunjukkan bahwa Nabi SAW sebagai pemimpin umat 
telah mengutip zakat dan mendistribusikannya kepada masyarakat yang 
memerlukan. Begitu pula pada masa Abu Bakar r.a, beliau telah meme­
rangi orang­orang yang enggan membayar zakat. Kebijakan seperti ini tetap 
dilanjutkan oleh penguasa­penguasa Muslim sesudah itu. Perkara ini mem­
beri petunjuk bahwa pemerintah atau pemerintah bertanggung jawab meng­
implementasikan zakat dalam lingkup kekuasaan mereka. 
Akan tetapi jika pemerintah atau penguasa tidak melaksanakan tang­
gung jawab ini, misalnya disebabkan sistem pemerintah yang bersifat sekuler, 
pemerintah yang zalim, berlakunya chaos dalam negara dan kaum muslimin 
menjadi minorotas dalam sebuah negara, maka orang Islam yang berkemampuan 
dan telah memenuhi rukun serta syaratnya masih berkewajiban menunaikannya 
secara individu dengan mendistribusikannya sendiri kepada mustahiq (orang­
orang yang berhak menerimanya).28 Di sini terlihat bahwa takâful al-ijtimâ’î 
ti dak dapat dipisahkan pelaksanaannya dari damân al-ijtimâ’î dalam Islam.
Kedua; dari sudut pendekatan; Sarjana Barat seperti yang dijelaskan oleh 
George E. Redja mengemukakan tiga pendekatan, yaitu asuransi sosial, ban­
tuan sosial dan pelayanan publik. Sedangkan pengertian jaminan sosial yang 
dikemukakan oleh para sarjana muslim juga dengan tiga pendekatan, yaitu 
ta’mîn al-ijtimâ‘î, damân al-ijtimâ‘î dan takâful al-ijtimâ‘î. Tetapi kedua pen­
dekatan makna tersebut mempunyai perbedaan yang kentara, yaitu jaminan 
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sosial dalam Islam merupakan tanggung jawab terpadu antara pemerintah 
dengan setiap individu dalam masyarakat berlandaskan undang­undang Illahi, 
baik diatur oleh undang­undang pemerintah atau tidak. Sedangkan jaminan 
sosial dalam alam konvensional melulu tanggung jawab pemerintah kepada 
rak yat yang dilaksanakan melalui seperangkat peraturan undang­undang yang 
sedia ada. 
Oleh karena itu, dengan memperhatikan makna dan pelaksanaan jaminan 
sosial dalam Islam dan jaminan sosial konvensional, maka definisi dan limitasi 
jaminan sosial dalam islam mempunyai konotasi makna yang lebih luas dari 
da mân al-ijtimâ’î (social security) akan tetapi lebih sempit dari takâful al-ijtimâ’î 
(social solidarity). Pengertian jaminan sosial dalam Islam adalah tanggung jawab 
pemerintah dan anggota masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kehidupan 
standard bagi setiap individu dengan memenehi keperluan hidup minimum/
asas mereka sesuai dengan ajaran Islam. 
Tanggung jawab pemerintah dan masyarakat bermaksud jaminan sosial 
itu merupakan tanggung jawab pihak pemerintah dan setiap daripada individu 
masyarakat yang terintegrasi. Dari ayat ini tampak bahwa jaminan sosial dalam 
Islam lebih luas dari pengertian damân al-ijtimâ’î, ia tidak sebatas tanggung ja­
wab pemerintah, namun peran dan tanggung jawab masyarakat juga perlu. Se­
bab jika dilihat dari sudut tanggung jawab, jaminan sosial kepada masyarakat 
tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap 
indi vidu masyarakat yang mempunyai kemampuan. 
Menjamin terpenuhinya kehidupan standard bagi setiap individu bermaksud 
pembahasan jaminan sosial dalam Islam tidak seluas makna takâful al-ijtimâ’î. 
Takâful al-ijtimâ’î mempunyai skop yang luas, yaitu memberikan jaminan 
menyeluruh kepada masyarakat, pada seluruh bidang kehidupan, baik politik, 
ekonomi, pertahanan dan ideologi, dengan jalan memberikan bantuan dana 
dan moral. Akan tetapi jaminan sosial di sini diberikan limitasi dalam bidang 
ekonomi saja, khususnya usaha untuk memenuhi keperluan asas masyarakat 
me lalui bantuan dana, baik dalam bentuk tunai atau tidak. 
keSiMPulan
Jaminan sosial dalam Islam adalah jaminan kehidupan asas untuk meme­
nuhi keperluan­keperluan ekonomi dalam masyarakat dalam bentuk dan ukur­
an yang paling minimal dan standardize kepada semua anggota masyarakat. 
Hal ini sejalan dengan makna yang terkadung dalam istilah daman al-ijtima’i. 
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Tanggung jawab pelaksanaannya tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban 
negara saja, seluruh anggota masyarakat secara integral bertanggung jawab un­
tuk mencapai tujuan ini, sebagaimana maksud yang terkandung dalam istilah 
takaful al-ijtima’i. Sedangkan jaminan sosial konvensional merupakan suatu 
program terpadu yang dilaksanakan oleh pemerintah atau institusi tertentu 
yang diawasi oleh pemerintah yang dalam pengertiannya yang murni jaminan 
sosial lebih dipahami sebagai asuransi sosial sebagaimana definisi jaminan sosial 
versi ILO, karena dalam pelaksanaannya asuransi sosial inilah yang menjadi 
alat utama dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. 
Jaminan sosial dalam Islam bersifat ketuhanan, maksudnya jaminan so­
sial itu dilaksanakan sebagai manifestasi daripada ketaatan hamba kepada 
penciptanya. Dengan lain perkataan jaminan sosial dalam Islam adalah imple­
mentasi dari nilai­nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al­Quran dan 
Hadis Nabi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia. Oleh karena 
itu, undang­undang yang menjadi dasar pelaksanaan jaminan sosial dalam 
Islam tidak lain adalah Al­Quran dan hadis Nabi saw. Namun demikian, be­
berapa persoalan yang tidak ditemukan penjelasan di dalam Al­Quran dapat 
di selesaikan dengan metode ijtihad. 
Skop perlindungan jaminan sosial dalam Islam diberikan kepada ma­
syarakat dengan mempertimbangkan dua faktor, yaitu faktor pendapatan dan 
faktor pekerjaan. Ada di kalangan masyarakat yang tidak mempunyai pe kerjaan 
atau bekerja tetapi pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Ada pula yang 
bekerja dengan pendapatan yang mencukupi untuk mememenuhi keperluan 
hidupnya. Skop jaminan sosial Islam melingkupi kedua kelompok masyarakat 
ini dengan ketentuan yang berbeda. Kelompok pertama; berhak mendapatkan 
perlindungan jaminan sosial dari dana kutipan, yaitu zakat, wakaf, sedekah, 
wasiat, nafkah, waris, kaffarat, wasiat dan qurban. Kelompok ke dua; berhak 
mendapat peruntukan manfaat jaminan sosial atau ta’min al-ijtima’i, yaitu 
dari dana premi.yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi ber dasarkan 
konsep ‘aqilah. [ ]
30 Al-Hurriyah, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2011
Konsep Jaminan Sosial dalam Sistem Ekonomi Islam
endnoTeS
1 Diskursus tentang bunga bank pertama kali muncul di Islamabad, Pakistan. Di mana, 
Majelis Nasional Pakistan berupaya memasukkan satu artikel dari Undang­Undang Dasar Negara 
itu tentang larangan penerapan kadar bunga di bank pemerintah dan swasta. Namun upaya ini 
tidak berhasil karena pertimbangan komersial. Walaupun gagal dalam melarang “riba” secara na­
sional, namun suatu bank percobaan yang tidak menerapkan bunga atas pinjamannya didirikan 
pada akhir tahun 1950­an di suatu daerah pedesaan di Pakistan. Eksperimen mendirikan bank 
Islam juga dilakukan di Mesir. Pada tanggal 24 Juli 1956 berdiri sebuah bank tabungan yang 
bernama “Mit Chamr” yang dipelopori oleh Ahmad El Nagar, beliau sendiri mememagang ja­
watan manajer pada bank itu. Lebih lanjut baca Karnaen Perwataatmadja dan Syafi’i Antonio, 
Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yoyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm.7.
2 Perkataan ijtihād berasal akar kata al-juhd yang bermakna kemampuan, kekuatan, kesulitan 
atau kesukaran. Oleh itu dari sudut bahasa ijtihād bermakna mengerahkan seluruh daya dan 
kemampuan untuk satu aktiviti yang sukar atau susah. Menurut pandangan al­Ghazali ijtihad 
hanya berlaku dalam perkara yang susah dilakukan, oleh itu tidak dikatakan ijtihad untuk perkara 
yang ringan dan mudah, misalnya mengangkat biji sawi dan sebagainya. Manakala pengertiannya 
dari sudut istilah adalah mengerahkan seluruh kemapuan untuk mendapatkan hukum syara’ 
dengan menggunakan metode istinbāt atau dengan lain perkataan usaha yang dilakukan oleh 
seorang ulama fikih dengan mengerahkan seluruh kemampuannya secara maksimum untuk 
men dapatkan hukum syariat yang bersifat zanni. Ibn Manzur Ifriqī, Lisān al‘Arabī, (Beirut: Dar 
al­ Hadir, t.th.), h. 133­135. Abu Hamid Muhammad al­Ghazali, al-Mustasfā min ‘Ilm a-Usul, 
(Beirut: Dār al­Fikri, t.th. jilid. II), h.350. Muhammad ibn cAli Al­shaukānī, Irshad al-Fuhul 
ilā Tahqīq al-Haqq min ‘Ilm al-Usul, (Beirut: Dar al­Fikri, t.th), h. 250. 
3 Kenneth Thomson, “Introducing to Principles of Social Security”, in “ISSA” Regional 
Training Seminar, Jakarta 16­27 Jun 1980.
4 Organisasi Buruh Internasional (ILO) merupakan sebuah agensi khusus PBB yang mena­
ngani isu­isu buruh. Organisasi ini didirikan pada 1919 melalui Perjanjian Versailles dan sebagai 
bagian dari Liga Bangsa­bangsa sesudah PBB didirikan, ILO telah menjadi organisasi tersebut. 
Seperti dinyatakan oleh ketua eksekutifnya, “tujuan utama ILO adalah untuk memberi peluang 
bagi wanita dan pria mendapat pekerjaan yang memuaskan dan sukses dalam pekerjaannya secara 
bebas, adil, dan bermartabat.” Bidang tugas ILO terbagi kepada empat sektor, yaitu (1) standar 
dan prinsip asas dan hak dalam pekerjaan, (2) pekerjaan (employment), (3) perlindungan sosial 
dan (4) dialog sosial. Atas talian http:// ms.wikipedia. org/wiki/ Institusi_Buruh_Antarabangsa.
5 ILO, Introduction of Social Security. Ed. ke­3, (Genewa, Switzerland: International Labour 
Office. 1984), hlm. 3. 
6 George E. Rejda, Social Assurance an Economic Security. Ed. ke­3. (New Jersey: Prentice 
Hall, 1988), hlm. 9. 
7 Majmac al­Lughah al­’Arabiyah, Mu’jam al-Wasīt, (Mesir: Maktabat al­Surūq al­’Arab­
iyyah, 1425/2004, ed.ke­4), hlm. 793. 
8 Ibn Manzur Ifriqī, Lisān al-’Arabī, (Beirut: Dar al­Sadir, t.th), hlm. 589
9 Nazîh Hammâd, Mu’jam Mushthalahât al-Iqtishâdiyah fi Lughah al-Fuqaha’, (Riyadh: al­
Dâr al­’Alamiyah al­Kitâb al­Islamî, 1415 /1995), hlm. 124. 
31Al-Hurriyah, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2011
Aidil Alfin
10 Majma’ al-Lughah al-’Arabiyah, (1425/2004), hlm. 135. 
11 Muhammad Najîb Ahmad Abu Nadwah, al-Mujtama’ al-Islamî: Da’ā-imuh fī Dau’ Al-
Quran al-Karîm, (t.tp, Maktabah Madbulî, 2000), hlm. 1.
12 ‘Abd al­’Aziz al­Khayyât, al-Mujtama’ al-Mutakâfil fî al-Islâm, (Beirut: Dar al­Salâm, 1406 
H/1986 M, cet. Ke­3), hlm. 61. 
13 Abdullah Nâsih ‘Ulwân, al-Takāful al-IIjtimā’ī fī al-Islām, (Kairo: Dār al­Salām, 1428/ 
2007, cet.ke­8), hlm. 9­10. 
14 Muhammad Syauqī al­Fanjarī, (al-Muqawwamât al-Asasî li al-Mujtama’ al-Islāmî: al-Ta-
kâful al-ijtimâ’î, Kairo, 2000). hlm. 57.
15 Jamal al­Din Muhammad Mahmud, Usul al-Mujtama’ al-Islāmī, Kairo: Dār al­Kitab al­
Misrī, 1992), hlm 147.
16 Muhammad Syauqî al­Fanjarî, ... (2000), hlm 57.
17 Ahmad bin Fariz, Mu’jam Maqais al-Lughah, (Beirut: Dar al­fikr, t.th, jilid VI), hlm. 603.
18 Muhammad Syauqî al­Fanjarî, (2000), hlm. 532. Nazih Hammad, (1415/1995), hlm. 222.
19 Al­Qadī Husin Abd al­Latîf Hamdân, Al-Dimân al-Ijtimâ’î: Ahkamuh wa Tatbiqatuh, 
(Beirut: Mansurât al­Halaby, Beirut, cet. Ke­I), hlm.39. 
20 Majma’ al­Lughah al­’Arabiyah, Mu’jam al-Wasīt, (Mesir: Maktabah al­Surūq al­’Arab­
iyyah, 1425/2004, ed.ke­4), hlm. 28.
21 Mustafā Ahmad al­Zarqā, Nizām al-Ta’mīn, (Beirut: Mu’assasah al­Risālah, t.th), hlm. 33. 
22 Muhammad Syauqî al­Fanjarî, al-Islam wa Damân al-Ijtimâ’î, (Riyadh: Dâr Tsaqîf 
Linnasyr wa al­Ta’lîf, 1406 H/1986 M, cet.ke­3), hlm. 30. Bandingkan dengan Al­Qadī Husin 
Abd al­Latîf Hamdân, (2005), hlm. 44­45.
23 Takâful al-ijtimâ’î dalam bahasa Indonesia penulis terjemahkan dengan tanggung jawab 
sosial dan dalam bahasa Inggris disebut social solidarity. Damân al-ijtimâ’î penulis terjemahkan 
dengan jaminan sosial atau dalam bahasa Inggris disebut dengan social security. Sedangkan 
ta’mîn al-Ijtimâ‘î penulis terjemahkan dengan asuransi sosial atau dalam bahasa Inggrisnya Social 
Assurance. Kajian dalam makalah ini lebih ditumpukan kepada damân al-ijtimâ’î, walaupun 
begitu takâful al-ijtimâ’î tetap mempunyai kedudukan tersendiri karena kedua konsep ini mem­
punyai kaitan yang amat erat.
24 Al­Quran surah Al­Taubah (9) : 103.
25 http://www.reciter.net/tafseer.html?t=KATHEER&v=009103. http : // www . reciter . 
net / tafseer.html ? t=TABARY&v=009103.
26 Al­Qadī Husin Abd al­Latīf Hamdān, (2005). hlm. 46.
27 Muhammad Shauqī al­Fanjarī, (1402/1986), hlm.33.
28 Wahbah al­Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, (Damsyiq: Dar al­Fikr, 1984, jil. II), 889
32 Al-Hurriyah, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2011
Konsep Jaminan Sosial dalam Sistem Ekonomi Islam
Daftar Pustaka
al­Fanjarī, Muhammad Syauqī. 2000, al-Muqawwamât al-Asasî li al-Mujtama’ 
al-Islāmî: al-Ta kâful al-ijtimâ’î, Kairo: t.p.
al­Fanjarî, Muhammad Syauqî. 1406 H/1986 M. al-Islam wa Damân al-
Ijtimâ’î, cet.ke­3. Riyadh: Dâr Tsaqîf Linnasyr wa al­Ta’lîf
al­Ghazali, Abu Hamid Muhammad [t.th.] al-Mustasfā min ‘Ilm a-Usul jilid 
II, Beirut: Dār al­Fikri
al­Khayyât, ‘Abd al­’Aziz. 1406 H/1986 M, al-Mujtama’ al-Mutakâfil fî al-
Islâm, cet. Ke­3 Beirut: Dar al­Salâm
Al­Shaukānī, Muhammad ibn ‘Ali [t.th.] Irshad al-Fuhul ilā Tahqīq al-Haqq 
min ‘Ilm al-Usul, Beirut: Dar al­Fikri 
al­Zarqā, Mustafā Ahmad [t.th.] Nizām al-Ta’mīn, Beirut: Mu’assasah al­Risālah
al­Zuhaili, Wahbah. 1984. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh jil. II, Damsyiq: Dar 
al­Fikr Ifriqī, Ibn Manzur [t.th.] Lisān al‘Arabī, Beirut: Dar al­Qadir. 
Abu Nadwah, Muhammad Najîb Ahmad, 2000, al-Mujtama’ al-Islamî: Da’ā-
imuh fī Dau’ Al-Quran al-Karîm, t.tp: Maktabah Madbulî.
Ahmad bin Fariz, [t.th.] Mu’jam Maqais al-Lughah jilid VI, Beirut: Dar al­Fikr
ILO, 1984. Introduction of Social Security. Ed. ke­3, Genewa, Switzerland: 
International Labour Office
Ifriqī, Ibn Manzur [t.th.]. Lisān al-’Arabī, Beirut: Dar al­Sadir
Hammâd, Nazîh, 1415 /1995. Mu’jam Mushthalahât al-Iqtishâdiyah fi Lughah 
al-Fuqaha’, Riyadh: al­Dâr al­’Alamiyah al­Kitâb al­Islamî
Hamdân, Al­Qadī Husin Abd al­Latîf [t.th.] Al-Dimân al-Ijtimâ’î: Ahkamuh 
wa Tatbiqatuh cet. Ke­I, Beirut: Mansurât al­Halaby
http://www.reciter.net/tafseer.html?t=KATHEER&v=009103. http://www.
reciter.net/tafseer.html?t=TABARY&v=009103.
http:// ms.wikipedia. org/wiki/ Institusi_Buruh_Antarabangsa.
Mahmud, Jamal al­Din Muhammad. 1992, Usul al-Mujtama’ al-Islāmī, Kairo: 
Dār al­Ki tab al­Misrī
Majma’ al­Lughah al­’Arabiyah, 1425/2004, Mu’jam al-Wasīt ed.ke­4, Mesir: 
Maktabat al­Surūq al­’Arab iyyah
Perwataatmadja, Karnaen dan Syafi’i Antonio, 1992. Apa dan Bagaimana Bank 
Islam, Yoyakarta: Dana Bhakti Wakaf
Rejda, George E. 1988, Social Assurance an Economic Security. Ed. ke­3. New 
Jersey: Prentice Hall
33Al-Hurriyah, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2011
Aidil Alfin
Thomson, Kenneth. 1980. “Introducing to Principles of Social Security”, in 
“ISSA” Regional Training Seminar, Jakarta 16­27 Jun 1980.
‘Ulwân, Abdullah Nâsih. 1428/ 2007, al-Takāful al-IIjtimā’ī fī al-Islām, cet.
ke­8. Kairo: Dār al­Salām
